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BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 44 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI JOMBANG,

bahwa sesuai dengan Rencana Strategis, yang telah*disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10
Nopember tahun 2003, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2004 ;

1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048); .

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan l.embaran Negara Nomor 3688),

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
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7.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan-Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

10.
- Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembturan Negara Republik
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15.

16.

Nasional Propenas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4024);

. Peraturan  Pemerintah  Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4029);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 | Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintzh Nomor 66 Tzhun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 41 39);



Menetapkan :
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17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008 ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN  BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri atas :

. Pendapatan
a. Pendapatan Asti Dearah Rp. 38.705.057.920,40
b. Dana Perimbangan Rp. 358.650.042.615,00
c. Lain-lainPendapatan yang Sah Rp. ooooiiieiimiiien
Rp. 397.355.100.535,40
2. Belanja
APARATUR DAERAH
a. Belanja Administrasi Umum Rp. 54.448.483.439,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 35.174.005.282,00
¢. Belanja Modal/Pembangunan Rp. 11.542.131.211,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp.  4.530.000.000.00

Jumlah Rp. 105.694.619.932,00
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PELAYANAN PUBLIK
a. Belanja Administrasi Umum Rp. 216.659.595.547,40
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 64.082.338.417,00
¢. Belanja Modal Rp. 39.707.507.000,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan
Keuangan. Rp. 10.957.842.000,00
e. Belanja Tidak Tersangka . Rp. -2.182.977.065,00
Rp. 333.590.260.029.40
Surplus/(Defisit) Rp. 41.929.779.426,00
3. Pembiayaan :
1). Penerimaan Rp. 77.735.137.000,00
2). Pengeluaran Rp. 35.805.357.574.00.

Rp. 41.929.779.426,00
Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
Lampiran Keputusan ini, )

|
Pasal 3 |

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku
sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang men getahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

|
Pasal 4
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

|

S , i Ditetapkan di Jombang
Pl TP pada tanggal 31 Desember 200:

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO




Diundangkan di Jombang
. padatanggal 31 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. S OEHARTO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778
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